Menimbang
b B
ahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegi
C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan daerah

Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis
Undang-undang drt Nomor 21 Tahun 1957(Lembara Negara Republik
Indonesia Tahun 1957 nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun
1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108),
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (
I embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109),

Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4235:;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Rep .

lembaran Negara

Tentang Pemeriksaan Pengeolaan
_undang Nomor 15 Tahun 2004 |
- b Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

n n jawa :
;13 clllonTeziag%‘l;hin 2004 Nomor 66), Tambahan [embaran Negara Republik
n
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11. Pemerintaha
Pedoman Pengintegrasian Lay

Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

Peraturan Pemerintahan Nomor 36 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
omor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesian tahun 2007 N
Indonesia Nomor 4737);

. Kesehatan N
Pelayanan Minimal

n Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang
anan Sosial Dasar di Pos Pelayanan

omor 741/MENKES/PER/VIII/ 2008
Bidang Kesehatan  di

g Tahun 2004 tentang Kebijakan
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16. Peraturan Peme
Anggara

n Pendapatan dan Belan;
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atan Nomor 5 Tahun 2013 tentang

Tahun 201
4.
’ a Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

19. Peraturan
B . . .
upati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2011 tentang

terbentukn -
ya Nagari Gun
un
Kabupaten Pesisir G g Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai

20. P | |
€raturan Bupati Pesisir-Selatan Nomor 06 tahun 2016

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Nama — Nama Kader KB Gunung Bungkuak Tahun 2017,

sebagaiman tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan Merupakan

bagian dar1 Keputusan Wali Nagari Gunung Bungkuak Lumpo .
3(Tiga) Orang ader KB se Kenagarian Gunung Bungkuak Lumpo.
Masing — Masing K ader KB akan menerima biaya Transport kader, dengan

75.000.- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) / Kader / bulan.
akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebankan

dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
tan Usaha Kesehatan Institusi dan Peran

atan Kabupaten Pesisir Selatan.
ditetapkan dan ap abila

besaran Rp.
Segala biaya yans timbul

pada Anggaran Pendapatan
ggaran 2017, Kegla

akat, Dinas Keseh
ini mulal berlaku sejak tanggal

i terdapat rekeliruan dalam penetap
mana mestinya.

K eputusall
kemudian har
embali sebagal

an ini akan diperbaiki
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Lampiran

Keputusan W Nagari G
putusan Wali Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai

f&dhupatcn Cesisir Selatan tentang Penetapan Nama- Nama Kader KB Nagari
2 » . Fa——" : ' O 1
wunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
NOmMOot 1 /'SK/WN-GBL/1/2017
| anggal : U4 Januari 2017

Nama Kader KB Nagari Gunung

e Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir
Selatan.

KADER KELUAGA BERENCANA (KB)
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1. GUSNELI | 2. NOFLIARTI | 3.HELFI B
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Ditetapkan di : GUNUNG BUNGKUAK
Pada Tan 04 Januar 2017
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